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Guna menunjang pelaksanaan Vendu Reglement dan Vendu Instructie yang 
merupakan peninggalan kolonial Belanda, pemerintah melalui Menteri Keuangan 
mengeluarkan suatu peraturan pelaksanaan dibidang lelang yaitu Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang. Sebagai peraturan pelaksanaan yang kedudukannya lebih rendah, idealnya 
isi atau materi peraturan menteri tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi atau 
materi Vendu Reglement sebagai Undang-Undang Lelang yang kedudukannya 
lebih tinggi, baik bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara 
tegas atau terhadap asas-asas lelang perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa ketentuan 
tersebut antara lain seperti adanya pasal yang mengatur bahwa lelang dapat 
dilaksanakan walaupun peserta lelang hanya 1 (satu) orang dan adanya pasal yang 
mengatur bahwa harga limit bersifat tidak rahasia. Perlu diteliti lebih lanjut 
mengenai konsistensi isi atau materi peraturan pelaksanaan lelang tersebut 
terhadap asas-asas hukum lelang, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 
dapat menjamin kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan dibidang 
lelang. 
 
Untuk menjawab permasalahan diatas maka digunakan jenis penelitian 
yuridis normative dengan cara mengkaji dan menguji taraf sinkronisasi vertical 
antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang terhadap Vendu Reglement sebagai Undang-Undang Lelang 
(Ordonansi 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:89 sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3). Disamping itu juga ditelaah mengenai 
asas-asas hukum lelang serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa pasal dalam peraturan 
pelaksanaan di bidang lelang yang dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum 
lelang, tujuan dan hakikat dari pelaksanaan lelang. Beberapa pasal dalam 
peraturan pelaksanaan tersebut mengatur lain dari apa yang dikehendaki oleh 
Vendu Reglement sebagai peraturan pokok. Untuk menjamin kepastian hukum 
dalam peraturan lelang. Dan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas 
keberadaan peraturan pelaksanaan lelang tersebut dapat mengajukan Judicial 
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In order to support the implementation of Vendu Reglement and Vendu 
Instructie as that legacy of the Dutch Colonial Rules of Auction, the government 
through the Finance Minister, published a rule of implementing an Auction called 
the Regulation of Finance Minister Number 27/PMK.06/2016 about the Guidance 
of Implementing Auction. As a lower implementing rule, the content or the 
material of the minister’s rule should not be contrary to the rule of Vendu 
Reglement as thehigher rule of auction, neither in contrary to strictly managed in 
the Vendu Reglement. In fact, however, in implementing the rules, it is found that 
the consistency of some rules toward the principles of auction need to be to be 
analyzed accurately, Some of the rules are, for instance, there is a chapter 
regulates that the auction can be done even there is only one participant, and 
another chapter says that the limit price is not a secret. The consistency of the 
content or the material of the implementing regulations toward the principles of 
auction as well as some efforts to guarantee the certainty of law in the rules of 
auction need to be analyzed more accuratelly. 
 
The type of the research used to answer the problems is the normative 
judicial research by studying anf examining the synchronization level between 
The Rule of Finance Minister Number 27/PMK.06/2016 toward Vendu Reglement 
as the rules of Auction (Ordonansi February 28
th
1908 Staatsblad 1908;89 as 
lastly revised with Staatsblad 194;31). Besides, the principles of auction and the 
principles of good law formation has been learned. 
 
From the result of the research, it is found that some rules in implementing 
the auctions is not suitable with the principles, the goals, the nature of 
implementating the auction. Some chapters in the implemention rules are different 
from what is expected by Vendu Reglement as the main rule. To guarantee the 
certainty of law in the auction rules, The finance Minister should change some 
contrary rules, or the government and the Indonesian Counsil should commit the 
formation of a new Auction Rules which deals with the Indonesian’s recent 
development. Those who feel harmed by this rule may propose a judicial review to 
Supreme Court. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab seb 
elumnya,berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 
a. Peraturan teknis pelaksanaan lelang ini mengacu kepada Vendu Reglement 
sebagai peraturan pokok lelang. Tetapi tidak semua Pasal dalam Vendu 
Reglement diimplementasikan dalam peraturan teknis ini. Jaminan 
perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang dalam 
peraturan teknis pelaksanaan lelang dapat dilihat dalam pasal - pasal 
Peraturan Meteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Dalam PMK Nomor 
27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Lelang boleh 
dilakukan walaupun pesertanya hanya 1 (satu), sedangkan pada Vendu 
Reglement lelang boleh dilakukan jika pesertanya lebih dari 1 
(satu).Dalam hal lelang tetap dilakukan dengan 1 (satu) peserta karena dari 
Asas Publisitasnya telah terpenuhi yaitu berupa pengumuman penetapan 
pelaksanaan lelang yang diatur dalam PMK Nomor 27/PMK.06/2016 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasalnya. setiap pelelangan 
harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, 
brosur, atau undangan. Di samping untuk menarik peserta lelang sebanyak 






kesempatan sosial kontrol sebagai bentuk perlindungan publik. Hal 
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan 
ketidak teraturan dan ketidak tertiban dalam pelaksanaan lelang. Limit 
dapat lihat dari cara penawarannya yaitu: 
 
- Lelang terbuka, dimana lelang dengan penawaran harga dilakukan 
langsung secara lisan dengan penaw aran makin meningkat atau 
menurun; 
 
- Lelang tertutup, dimana lelang dengan penawaran harga dilakukan 
secara tertulis dalam sampul tertutup. Dalam hal ini cara penawaran 
lelang mana yang akan dipergunakan itu merupakan kewenangan 
pemohon lelang atau penjual menentukannya. Dalam hal pemohon 
lelang atau penjual tidak menetukan cara penawaran lelang terhadap 
lelang yang akan dilakukan, Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, 
atau Pejabat Lelang Kelas II berhak menentukan sendiri cara penawaran 
lelangnya. 
 
b. Upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi 
pemenang lelang diberikan oleh Vendu Reglement yang menjadi dasar 
hukum utama lelang di Indonesia, dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Risalah lelang memberikan 
perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan obyek lelang. 
Perlindungan hukum secara preventif diberikan oleh Vendu Reglement 
terhadap pemenang lelang yang memberikan asas kepastian hukum 






lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
tidak dapat dibatalkan. Perlindungan hukum secara represif diberikan oleh 
HIR dalam hal pengosongan obyek lelang, dimana pelaksanaan 





Sehubungan dengan Vendu Reglement yang sudah terlalu lama dan pasal-
pasal yang sudah tidak update lagi, sehingga perlu dibuat peraturan atau 
undang-undang tentang lelang melalui menteri keuangan yang baru yang lebih 
mudah dipahami dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dewasa ini. 
Namun secara derajat Peraturan Menteri Keuangan tetaplah berada dibawah 
Vendu Reglement yang menjadi induk dari peraturan lelang. Dan memberikan 
kontribusi atau sumbangan gagasan bagi pemerintah, agar dalam 
mengeluarkan peraturan pelaksana dibidang lelang sesuai dengan asas 
kepastian hukum, tidak merugikan berbagai pihak baik penjualan lelang, 
pembeli lelang atau masyarakat pada umumnya, dengan tetap memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, diharapkan pemerintah 
juga dapat memberikan suatu kebijakan yang menumbuhkan minat 
masyarakat untuk menggunakan lembaga lelang, yang menjamin perlindungan 
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